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PANDUAN PEI\TYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

PADA TAHUN AJARAN 2O2Ol2O2r DAN TAHUN AKADEMTK 2O2Ol2O2t

DI MASA PANDEMI CORONA WRUSDISEASE2019 (COVID_Ig)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,

MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa terkait dengan perkembangan penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah

melalui gugus tugas percepatan penanganan

COVID-19 telah menetapkan ZONA HIJAU,

KUNING, ORAI.IYE, dan MERAH pada seluruh

wilayah kabupaten/ kota di Indonesia;

bahwa kesehatan dan keselamatan semua warqab
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COVID-19 mulai tahun ajaran dan tahun akademik
2O2O l2O2L dengan memperhatikan penetapan zona

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bersama Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama,

Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri

tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran

pada Tahun Ajaran 2O2Ol2O2l dan Tahun

Akademik 2O2Ol2O2l di Masa Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun t9a4 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 terrtang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Neqara Republik
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLa Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6236);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun l99l
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO7

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4828);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Neqara
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Menetapkan

KESATU

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2O

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9
(COVID-I9) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6487);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor1258);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-l9) (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI

KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PANDUAN PEI{YELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA

TAHUN AJARAN 2O2Ol2O2r DAN TAHUN AKADEMTK

2O2O /2O2t DI MASA PANDEMT CORONA WRUS DISEASE

2019 (COVTD-19).

Tahun ajaran 2O2O l2O2l pada pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

dimulai pada bulan Juli 2O2O, tahun akademik
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KEDUA

KRTIGA

KEEMPAT

September 2020, tahun ajaran 2O2Ol2O2L pada
pesantren dimulai pada bulan Syawal tahun l44l
Hijriah, dan tahun ajaran 2O2Ol2O2l pad.a pendidikan

keagamaan ditentukan berdasarkan ketentuan yang
berlaku di masing-masing lembaga.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada

tahun ajaran 2O2O l2o2l dan tahun akademik
2O2O /2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tidak dilakukan secara serentak di seluruh
wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA

HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka
di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari
pemerintah daerah melalui dinas pendidikan

provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah

Kementerian Agama provinsi, dan kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai

kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus

tugas percepatan penanganan COVID- 19 setempat;

b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA

KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang

melakukan proses pembelajaran tatap muka di
satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan

Belajar Dari Rumah (BDR).

Ketentuan

dimaksud

pesantren,

tinggi,

pembelajaran tatap muka sebagaimana

dalam Diktum KEDUA dikecualikan bagi

pendidikan keagamaan, dan pendidikan

Pembelajaran pada tahun ajallarr 2020/2021 dan tahun
akademik 2O2O l2o2l sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan panduan
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2O2O

MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN,
MENTERI AGAMA,

NADIEM ANWAR MAKARIM FACHRUL RAZI

MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI,

TERAWAN AGUS PUTRANTO MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

dengan aslinya,

dan Kebudayaan,

988032001
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Salinan sesuai
Kepala Hukum
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